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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ruang lingkup dan luas koperasi sebagai suatu kesatuan ekonomi akan semakin komplek sehingga rentang kendali antara manajemen dan pelaksanaannya semakin jauh. Untuk dapat mengendalikan aktivitas operasi koperasi, manajemen memerlukan suatu alat yang dapat mengendalikan aktivitas koperasi. Jika kebijaksanaan yang diterapkan koperasi tidak ketat, maka kemungkinan terjadinya penyelewengan akan semakin besar, kondisi ini akan menimbulkan resiko yang sangat besar pula. Untuk itu manajemen dituntut untuk dapat menciptakan suatu struktur pengendalian intern.

Struktur pengendalian intern yang memuaskan akan sangat diperlukan dalam membantu manajemen dalam pengawasan kegiatan bawahannya sesuai                                  dengan tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern berjalan dengan baik maka manajemen perlu melakukan pemeriksaan intern secara terus menerus terhadap struktur pengendalian intern. Pemeriksaan intern dalam organisasi koperasi dikenal dengan Badan pengawas yang merupakan penilaian atas keefektifan dan kecukupan struktur pengendalian intern yang ada, meliputi cara-cara pengamanan harta milik koperasi dari kemungkinan terjadinya penyelewengan, kecurangan serta hal lain yang merugikan koperasi dan jika terjadi tindakan atau kegiatan diluar batas wewenang dan tujuan yang dilimpahkan, dengan adanya badan pengawas yang baik dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan pengamanan.

Dari penilaian yang dilakukan oleh badan pengawas disusun suatu laporan mengenai hasil pemeriksaan dan evaluasi kegiatan koperasi, sehingga dengan laporan tersebut manajemen dapat mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan koperasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Sebagai penilaan keadaan dan kegiatan koperasi, badan pengawas  haruslah bersikap independen dalam menjalankan fungsinya dan merupakan syarat utama bagi badan pengawas yang profesional agar dapat menyatakan pendapat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain.

Salah satu aset koperasi yang harus diamankan adalah piutang, dari saat timbulnya piutang sampai berubahnya piutang tersebut menjadi kas. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan pengawasan yang dilakukan terhadap piutang koperasi oleh badan pengawas.

Piutang merupakan bagian yang cukup besar dari aktiva lancar dan mempunyai pengaruh yang cukup penting bagi kelangsungan hidup koperasi. Bagi koperasi, kelemahan dari penjualan kredit diantaranya kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih, sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan koperasi. Untuk dapat mengelola piutang dengan baik maka diperlukan pengendalian intern yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mengamankan dan mengendalikan piutang dari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan maka diperlukan adanya pengendalian intern yang baik terhadap piutang. Pengendalian intern piutang dikenal sebagai suatu fase yang sangat penting dalam proses pengelolaan koperasi, ketidakberhasilan pengelolaan piutang akan mempengaruhi kelancaran koperasi dalam menjalankan operasinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian mengenai “Peranan Badan Pengawas Dalam Meningkatkan Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Piutang Pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Struktur Pengendalian Intern Piutang yang diterapkan pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda 

2. Bagaimana pelaksanaan Badan Pengawas memeriksa atas piutang yang dilaksanakan pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda 

3. Sejauhmana peranan Badan Pengawas  Dalam Meningkatkan Efektifitas Struktur Pengendalian Intern atas Piutang pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda 

Catatan : Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi pada piutang usaha atau piutang dagang yang timbul akibat penjualan kredit.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pengendalian intern dalam mengefektifkan piutang dan membayarkannya pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda Bandung 

Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk mengetahui struktur pengendalian intern piutang yang diterapkan pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan badan pengawas atas piutang pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda.

3. Untuk mengetahui sejauhmana peranan badan pengawas dalam meningkatkan efektivitas struktur pengendalian intern atas piutang pada Koperasi Keluarga Besar Dipenda. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut :

A. Kegunan Praktis

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang berharga karena dapat melihat aplikasi ilmu ekonomi koperasi dalam praktek sebenarnya di lapangan tentang piutang.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi koperasi yang melakukan kebijaksanaan penjualan secara kredit yaitu dalam hal pengendalian piutang yang akan dipakai sebagai bahan masukan guna menyempurnakan kegiatan usaha selanjutnya dalam koperasi.

B. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bahan kepustakaan atau sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam.

Hasil penelitian ini merupakan bentuk kasus yang menghubungkan teori-teori ekonomi koperasi dengan aplikasinya, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dijadikan kajian ilmu untuk memahami aplikasi teori-teori struktur pengendalian intern piutang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam suatu perusahaan pendapatan merupakan faktor yang penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahan dan perkembangannya, demikian halnya dengan koperasi yang salah satu kegiatan operasinya diperoleh dari pendapatan atas penjualan. Salah satu pendapatan terbesar diperoleh dari piutang. Badan pengawas melakukan pengawasan atas pendapatan, hal ini merupakan kegiatan yang diperlukan agar usaha-usaha untuk memperoleh pendapatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga diperlukan kegiatan pemeriksaan intern. 

Badan pengawas koperasi memiliki beberapa tugas dan wewenang selain melakukan pengawasan, badan pengawas juga melakukan pemeriksaan intern.

Menurut Sukamdiyo dalam bukunya “Manajemen Koperasi” adalah sebagai berikut; 

Badan pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota yang sesuai dengan bunyi pasal 38 UU No. 25 tahun 1997. Badan pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus. 









        (1996:13)

dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa badan pengawas koperasi mempunyai fungsi yang sama dengan pemeriksaan intern hanya saja penempatannya  yang berbeda. 

Salah satu definisi pemeriksaan intern menurut Mulyadi  dalam bukunya “Auditing” adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan intern merupakan kegiatan penilaian bebas dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan  manajemen. Tujuan pemeriksaan intern adalah membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab manajemen dalam menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan mereka.









      (2002:210)


Dari pernyataan di atas  dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pemeriksaan intern dapat dijabarkan sebagai suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang memberikan penilaian atas pelaksanaan operasi koperasi berbagai tingkat manajemen yang memberikan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan hasil pemeriksaan kepada manajemen. Selain itu meliputi pula suatu pengendalian yang dilakukan manajemen yang bertujuan mengukur dan mengevaluasi efektivitas pengendalian-pengendalian lainnya juga menilai struktur pengendalian intern. Hal tersebut dilakukan dalam mencapai tujuan pengawasan atas piutang yaitu untuk melindungi kekayaan koperasi, mengendalikan operasi-operasi koperasi agar dicapai tingkat efektifitas yang tinggi serta ditaatinya prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan koperasi dalam upaya menghindari penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan-kesalahan.


Definisi pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” adalah sebagai berikut :


Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai, tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini:

1. Keandalan pelaporan keuangan.

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Efektifitas dan efisien operasional.

      (2002:180)


Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pengandalian intern yaitu sebagai alat Bantu manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi dan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi yang bisa timbul akibat adanya :

· Penggunaan sumber daya yang tidak efisiensi dan boros.

· Keputusan manajemen yang kurang baik.

· Kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan dan pemprosesan data.

· Kehilangan/kerusakan catatan secara tidak sengaja.

· Kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan.

· Tidak ditaati kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh para karyawan.

· Perubahan secara tidak sah terhadap sistem informasi akuntansi  atau komponen-komponen lainya.

Dalam penelitian ini penulis memilih kegiatan piutang karena piutang merupakan salah satu sumber dana utama koperasi. Agar kegiatan piutang berhasil baik, maka perlu adanya pengendalian dari pihak manajemen yaitu dengan dilaksanakannya pengawasan.

Pengertian piutang usaha yang dikemukakan Ikatan Akuntansi Indonesia adalah :

Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai pitang lain-lain. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan satu tahun atau siklus normal usaha, diklasifikasi sebagai aktiva lancar.









       (SAK no.9:1996)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa piutang timbul dari penjualan kredit, sehingga dalam jangka waktu tertentu sebagian dari dana koperasi tertanam dalam piutang dan kegagalan koperasi untuk dapat mencairkan kembali dana tersebut dapat mengganggu kontinuitas kegiatan koperasi, keadaan inilah yang menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan piutang, yaitu bagaimana majemen dapat memberikan jaminan yang memadai terhadap dapat ditagihnya piutang yang ada. 

Adanya piutang menimbulkan risiko kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Dalam masalah tidak tertagihnya piutang ini, penulis menyadari bahwa timbulnya kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tidak dapat dihindarkan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor diluar kemampuan manusia seperti keadaan ekonomi debitur yang tidak memungkinkan untuk membayar kewajibannya. Tetapi untuk kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dikendalikan manusia, yaitu kurang baiknya pengendalian intern terhadap piutang harus mendapatkan perhatian yang cukup dari manajemen. Dalam usahanya untuk mengatasi masalah tersebut di atas maka manajemen harus memiliki alat ukur pengendalian tertentu sehingga dengan alat tersebut masalah yang timbul dapat dikendalikan dengan baik. Alat itu dikenal dengan struktur pengendalian intern.

Untuk dapat menerapkan struktur pengendalian intern yang memadai maka struktur pengendalian intern ini harus dinilai secara terus menerus efektivitasnya, karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang melekat, yaitu salah penafsiran intsruksi, salah pertimbangan, kecerobohan, adanya persekongkolan, kesalahan atau penyelewengan manajemen, perubahan keadaan, pengabaian prosedur-prosedur yang telah diterapkan pada karyawan. 

Menurut Komarudin dalam bukunya “Internal Auditing Efektifitas” efektifitas adalah :

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan menentukan dalam mencukupi tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 









      (1997:296)

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah ukuran keberhasilan dalam melaksanakan kerja terhadap waktu yang dibutuhkan dengan tujuannya dalam pencapaian pelaksanaan kerja, juga sebagai hubungan antara keluaran (output) suatu pusat pertanggung jawaban dengan sasaran yang ingin dicapai. Semakin besar nilai kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran tersebut, maka semakin efektif pula proses kerja.

Oleh karena itu peranan badan pengawas yang memadai dapat diandalkan meningkatkan efektivitas struktur pengendalian intern atas piutang dalam koperasi. Atas dasar uraian di atas, maka dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya peranan antara 2 variabel diatas, yaitu :

Ho = Badan Pengawas tidak mempunyai peranan terhadap efektifitas Struktur Pengendalian Intern Piutang.

H1 = Badan Pengawas mempunyai peranan terhadap efektifitas Struktur Pengendalian Intern Piutang.

Dari kerangka karangan dan hipotesa tersebut, penulis tuangkan dalam bagan sebagai berikut : 




                                       


  













       

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang dijadikan dalam objek penelitian adalah Koperasi Keluarga Besar Dipenda Jl.Soekarno Hatta no.528 Bandung. Adapun waktu penelitian mulai dari 04 April 2005 sampai dengan 08 Juni 2005.  
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